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STUDI PRIORITAS PEMELIHARAAN JALAN PROVINSI DI KOTA 
MAKASSAR 
STUDY OF PRIORITY PROVINCE ROAD MAINTENANCE IN MAKASSAR CITY 
M. Asad Abdurrahman1, Rosmariani Arifuddin1, Anthony Lorento2 
Abstrak 
Jaringan jalan merupakan salah satu sarana transportasi darat yang penting untuk 
menghubungkan berbagai tempat seperti pusat industri, lahan pertanian, permukiman, serta 
sebagai sarana distribusi barang dan jasa untuk menunjang perekonomian. Jaringan jalan 
sebagai salah satu infrastruktur transportasi yang menopang layanan distribusi dan 
pembentuk struktur ruang suatu wilayah harus dapat memberikan pelayanan transportasi yang 
aman, nyaman, berkualitas dan terpelihara. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menjaga 
dan mempertahankan kondisi jalan agar tetap layak. Tujuan dari penelitian ini adalah 
menganalisis karateristik variabel yang berpengaruh pada penanganan jalan dan menentukan 
skala prioritas perbaikan jalan provinsi di Makassar berdasarka variabel yang ditentukan. 
Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan sekunder pada beberapa 
jalan dan instansi yang menangani jalan provinsi di kota Makassar, melalui survei lapangan 
dan interview dengan melibatkan beberapa kedinasan. Peralatan analisis yang digunakan 
adalah Analitycal Hierarchy Process (AHP) dan Expert Choice. Dari hasil penelitian ini akan 
diperoleh skala prioritas perbaikan jalan. 
 
Kata Kunci: Analitycal Hierarchy Process (AHP), Expert Choice, Prioritas 
Abstract  
The road network is one of the important means of land transportation for connecting 
various places such as industrial centers, agricultural land, settlements, as well as a means of 
distributing goods and services to support the economy. The road network as a transport 
infrastructure that sustains distribution services and forming the spatial structure of a region 
should be able to provide transportation services that are safe, comfortable, high quality and 
well-maintained. Therefore, it is necessary to preserve and maintain the condition of the road 
in order to remain viable. The purpose of this study was to analyze the characteristics of the 
variables that affect the road handling and determine priorities provincial road improvements 
in Makassar based upon a specified variable. This research was conducted by collecting 
primary and secondary data on some roads and agencies that deal with the provincial road in 
the city of Makassar, through field surveys and interviews with the involvement of some official. 
Analytical equipment used is Analytical Hierarchy Process (AHP) and Expert Choice. From 
the results of this study will be obtained priority road maintenance.  
Keywords: Analitycal Hierarchy Process (AHP), Expert Choice, Priority 
 
PENDAHULUAN 
Jalan merupakan salah satu sarana 
transportasi darat yang penting untuk 
menghubungkan berbagai tempat seperti 
pusat industri, lahan pertanian, 
permukiman, serta sebagai sarana distribusi 
barang dan jasa untuk menunjang 
perekonomian. Jalan juga berfungsi sebagai 
pembatas (delineator) antar lokasi seperti 
blok bangunan, wilayah administrasi, dan 
peruntukan tanah. 
Jaringan jalan sebagai salah satu 
infrastruktur transportasi yang menopang 
layanan distribusi dan pembentuk struktur 
ruang suatu wilayah harus dapat 
memberikan pelayanan transportasi yang 
aman, nyaman, berkualitas dan terpelihara. 
Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk 
menjaga dan mempertahankan kondisi 
jalan agar tetap layak melalui kebijakan 
preservasi jalan, yaitu berupa kegiatan yang 
lebih mengutamakan pada pengurangan 
laju kerusakan aset jalan sehingga keutuhan 
dan keawetan fungsi aset dapat 
dipertahankan selama umur rencana. 
Kebijakan tersebut merupakan amanah dari 
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 
tentang Jalan, yang menyebutkan bahwa 
penyelenggara jalan wajib 
memprioritaskan pemeliharaan, perawatan, 
dan pemeliharaan secara berkala untuk 
mempertahankan tingkat pelayanan jalan 
sesuai dengan standar pelayanan minimal 
yang ditetapkan. 
Berdasarkan data dari sebuah artikel 
celebesnews.com (2013), menurut Dinas 
Pekerjaan Umum Kota Makassar, 
kerusakan jalan di kota Makassar sebesar 
6,7 persen. Kerusakan jalan yang terjadi ini 
bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, 
diantaranya sistem drainase yang kurang 
baik sehingga mengakibatkan genangan air 
di jalan, beban lebih pada kendaraan berat, 
alokasi anggaran pemeliharaan terbatas, 
dan lain-lain. 
Menurut Mifa Maulidya (2014), dalam 
penelitiannya Prioritas Penanganan Jalan 
Nasional Berdasarkan Metode Analisis 
Multi Kriteria mengatakan Jalan 
merupakan prasarana transportasi darat 
yang sangat penting bagi kelancaran dalam 
transpotasi, dimana jalan selalu 
memfasilitasi setiap pergerakan yang 
terjadi baik pergerakan manusia merupakan 
pergerakan jalan. Agar jalan dapat tetap 
mengakomodasi kebutuhan pergerakan 
dengan tingkat layanan tertentu maka perlu 
dilakukan suatu usaha untuk menjaga 
kualitas layanan jalan. 
Menurut Risdiansyah (2014), dalam 
penelitiannya Studi Penentuan Prioritas 
Penanganan Ruas Jalan Nasional Bireuen 
seiring peningkatan ekonomi masyarakat 
dan perkembangan industri yang cepat 
disertai pertumbuhan penduduk yang tinggi 
dapat menimbulkan permasalahan 
diantaranya meningkatnya jumlah 
kendaraan baik kendaraan niaga, kendaraan 
umum, maupun kendaraan pribadi. Kondisi 
ini akan berpengaruh terhadap jaringan 
jalan yang akan semakin padat, mengalami 
penurunan kondisi yang diindikasikan 
dengan terjadinya kerusakan jalan pada 
perkerasan jalan terutama pada lintas jalan 
nasional. 
Menurut Bambang E. Yuwono (2014), 
sebagian besar jalan yang rusak berat 
diawali oleh kerusakan ringan jalan yang 
tidak ditangani secara cepat dan tepat. Di 
sisi lain, semakin lama kerusakan tidak 
ditangani disamping akan meningkatkan 
biaya pemeliharaan/perbaikan jalan, juga 
akan meningkatkan kerugian masyarakat 
baik secara langsung yaitu antara lain  
meningkatnya biaya operasional 
kendaraan, meningkatnya waktu produktif 
yang terbuang dan meningkatnya gas buang 
yang berbahaya bagi lingkungan, maupun 
secara tidak langsung yaitu antara lain 
menurunnya kesehatan masyarakat akibat 
gas buang kendaraan dan lain-lain. Oleh 
karena itu, satu-satunya cara untuk 
mengatasinya adalah sesegera mungkin 
memperbaiki kerusakan kostruksi jalan, 
namun apabila masih terdapat kendala 
keterbatasan dana, maka perlu 
dikembangkan suatu cara bagaimana 
penentuan prioritas penanganan kerusakan 
jalan. 
Menurut Muh. Irsas Irsanil (2014), 
Karena terbatasnya anggaran pemeliharaan 
jalan maka sangat diperlukan penentuan 
prioritas penangan jalan yang tepat dan 
perhitungan yang matang. Selama ini, 
urutan prioritas penanganan jalan yang 
dilaksanan oleh Dinas PU  hanya 
mempertimbangkan dari segi teknis dan 
volume lalu lintas, yang berpedoman pada 
“TATA CARA PENYUSUNAN 
PROGRAM PEMELIHARAAN JALAN 
KOTA NO. 018/T/BNKT/1990”. Hal ini 
kurang tepat karena selain kedua aspek di 
atas, terdapat aspek lain yang perlu jadi 
pertimbangan. 
 
Analitycal Hierachy Process (AHP) 
Analytical Hierarchy Process (AHP) 
atau Proses Hirarki Analitik dalam buku “ 
Proses  Hirarki Analitik Dalam 
Pengambilan Keputusan Dalam Situasi 
yang Kompleks”(Saaty, 1986), adalah 
suatu metode yang sederhana dan fleksibel 
yang menampung kreativitas dalam 
ancangannya terhadap suatu masalah. 
Metode ini merumuskan masalah dalam 
bentuk hierarki dan masukan 
pertimbangan-pertimbangan untuk 
menghasilkan skala prioritas relatif. 
 Beberapa keuntungan  menggunakan 
AHP sebagai alat analisis adalah : 
1. Dapat memberi  model tunggal  yang  
mudah dimengerti,  luwes untuk  
beragam persoalan yang tak 
berstruktur.  
2. Dapat memadukan rancangan 
deduktif dan rancangan berdasarkan 
sistem  
dalam memecahkan persoalan 
kompleks. 
3. Dapat  menangani  saling  
ketergantungan  elemen-elemen  
dalam  suatu  
sistem dan tidak memaksakan 
pemikiran linier. 
4. Mencerminkan kecendrungan alami 
pikiran untuk memilah-milah elemen- 
elemen suatu sistem dalam berbagai 
tingkat belaian dan mengelompokan  
unsur-unsur yang serupa dalam setiap 
tingkat. 
5. Memberi suatu  skala dalam 
mengukur hal-hal yang tidak terwujud 
untuk  
mendapatkan prioritas. 
 AHP dapat digunakan dalam 
memecahkan berbagai masalah 
diantaranya untuk mengalokasikan sumber 
daya, analisis keputusan manfaat atau 
biaya, menentukan peringkat beberapa 
alternatif, melaksanakan perencanaan ke 
masa depan yang diproyeksikan dan 
menetapkan prioritas pengembangan 
suatu unit usaha dan permasalahan 
kompleks lainnya. 
Hirarki adalah alat yang paling 
mudah untuk memahami masalah yang  
kompleks dimana masalah tersebut 
diuraikan ke dalam elemen-elemen  
yang  
bersangkutan, menyusun elemen-elemen 
tersebut secara hirarki dan akhirnya  
melakukan penilaian atas elemen tersebut 
sekaligus menentukan keputusan mana  
yang diambil. Proses penyusunan elemen 
secara hirarki meliputi pengelompokan  
elemen komponen yang sifatnya homogen 
dan menyusunan komponen tersebut  
dalam level hirarki yang tepat. Hirarki 
juga merupakan abstraksi struktur suatu  
sistem yang mempelajari fungsi interaksi 
antara komponen  dan dampaknya pada  
sistem. Abstraksi ini mempunyai bentuk 
yang saling terkait tersusun dalam suatu  
sasaran utama (ultimate goal) turun ke  
sub-sub tujuan, ke pelaku (aktor) yang  
memberi dorongan dan turun ke tujuan 
pelaku, kemudian kebijakan-kebijakan,  
strategi-strategi tersebut. Adapun abstraksi 
susunan hirarki keputusan seperti yang  
diperlihatkan pada gambar berikut ini :  
Level 1 : Fokus/sasaran/goal 
Level 2 : Faktor/kriteria 
Level 3 : Alternatif/subkriteria 
 
Penanganan Jalan 
Pada  prinsipnya,  semua  kondisi  
jalan  yang  mantap  setiap  tahunnya    
harus mendapat prioritas untuk ditangani 
dengan pemeliharaan rutin dan berkala. 
Untuk itu informasi survei terbaru 
diperlukan dalam menentukan kebutuhan 
teknis yang tepat,  yang  biasanya  disebut  
survei  tahunan.  Survei  tahunan  sangat  
perlu dilakukan untuk memperbaharui 
informasi inventarisasi jalan sebagai 
bagian dari prosedur perencanaan  
pemeliharaan tahunan. 
 
 
METODOLOGI PENELITIAN 
Secara umum, metode penelitian ini 
menggunakan metode penelitian survei  
melalui pengumpulan dan pengolahan data. 
Proses ini dimulai dengan mengidentifikasi 
variabel-variabel yang dapat 
mempengaruhi nilai sebuah jalan yang 
diperoleh dari studi literatur atau berbagai 
jurnal dan penelitian-penelitian yang telah 
dilakukan sebelumnya. 
Setelah dilakukan identifikasi, 
tahapan selanjutnya yaitu menentukan 
beberapa varibel yang akan diteliti. 
Langkah selanjutnya adalah 
penyusunan kuesioner. Penyusunan 
kuesioner ini diawali dengan penentuan 
instansi-instansi yang akan dijadikan 
responden. Instansi pemerintah yang 
dijadikan narasumber adalah Dinas Bina 
Marga Prov. Sul-Sel, BAPPEDA Prov. Sul-
Sel, dan BAPPEDA Kota Makassar. 
Langkah selanjutnya adalah 
mengumpulkan data primer. Pada tahap ini 
dilakukan survei utama berupa 
pengumpulan data yang berupa kuesioner 
dan wawancara terstruktur kepada para 
responden yang diserahkan secara 
langsung. 
Setelah semua data terkumpul, 
kemudian dilakukan analisis data dan 
diolah sesuai dengan metode yang 
digunakan. 
HASIL DAN PEMBAHASAN  
Hasil Penilaian Reviewer 
 Dalam metode AHP diawali dengan 
penyebaran kuisioner kepada Reviewer 
dalam hal ini telah dilakukan terhadap 25 
Reviewer. Data yang dikumpulkan dari 
Reviewer ini adalah data primer hasil 
kuisioner atau wawancara (Penyebaran 
Kuesioner dilakukan pada tahun 2015). 
Jumlah kuisioner disebarkan kepada 25 
Reviewer pada  Dinas PU Bina Marga Prov 
Sul-Sel, BAPPEDA Prov Sul-Sel dan 
BAPPEDA Kota Makassar. 
 Bobot Penilaian Kriteria 
 
Gambar 4.1 Bobot untuk 
“Kriteria” 
Gambar 4.1 menunjukkan bahwa bahwa 
penilaian Reviewer terhadap beberapa 
kriteria menunjukkan bahwa kriteria faktor 
Teknis memiliki bobot 0,7855 (78,55%) 
dan kriteria faktor Non Teknis memiliki 
bobot 0,2145 (21,45%). 
 Bobot Penilaian Sub Kriteria Teknis 
 
Gambar 4.2 Bobot untuk “Sub Kriteria” 
teknis 
Gambar 4.2 menunjukkan bahwa penilaian 
Reviewer terhadap sub kriteria teknis 
menunjukkan bahwa sub kriteria faktor 
volume lalu lintas memiliki bobot 0,5179 
(51,79%) dan sub kriteria faktor tingkat 
kerusakan jalan memiliki bobot 0,4821 
(48,21%). 
 Bobot Penilaian Sub Kriteria Non 
Teknis 
79%
21%
Bobot
Teknis Non Teknis
52%48%
Bobot
Volume Lalu Lintas Tingkat Kerusakan Jalan
 
 
 Gambar 4.3 Bobot untuk “Sub Kriteria” 
non teknis 
Gambar 4.3 menunjukkan bahwa penilaian 
Reviewer terhadap sub kriteria teknis 
menunjukkan bahwa sub kriteria faktor 
volume lalu lintas memiliki bobot 0,6974 
(69,74%) dan sub kriteria faktor tingkat 
kerusakan jalan memiliki bobot 0,3026 
(30,26%). 
Penjabaran Sub Kriteria 
 Tingkat Kerusakan Jalan 
Data diambil dari Dinas Bina Marga 
Provinsi Sulawesi Selatan. Tabel 4.1 
menunjukkan nilai kondisi jalan provinsi di 
kota Makassar. 
 
 
Tabel 4.1 Tingkat Kerusakan Jalan Provinsi Kota Makassar 
Nama Jalan 
Panjang  
Jalan (m) 
Lebar Jalan 
(m) 
Jenis Perkerasan 
Jalan 
Nilai Kondisi 
Jalan 
Jl. Dr. Leimena  
Jl. Antang Raya  
Jl. Tamangapa  
Jl. Dr. Ratulangi  
Jl. Jend. Sudirman 
2.700 
1.500 
3.360 
2.070 
1.340 
7,5 
5,6 
5,6 
15 
15 
Lentur 
Lentur 
Lentur 
Lentur 
Lentur 
5 
6 
8 
6 
6 
Sumber: Dinas Bina Marga 2015 
 
 Volume Lalu Lintas 
Data diambil dari Dinas Bina Marga 
Prov. Sul-Sel (2015). 
Tabel 4.2 Volume Lalu Lintas Jalan Provinsi 
Kota Makassar 
Nama Jalan Volume Lalu Lintas 
(smp/hari) 
Jl. Dr. Leimena 
Jl. Antang Raya 
Jl. Tamangapa  
Jl. Dr. Ratulangi 
Jl. Jend. Sudirman 
15.634 
13.654 
11.356 
43.689 
45.423 
Sumber: Dinas Bina Marga 2015 
 Tata Guna Lahan  
Data diperoleh dari survey pada jalan 
provinsi di kota Makassar yang ditinjau. 
Tabel 4.3 Akesibilitas Jalan Provinsi 
Kota Makassar 
Nama Jalan Aksesibilitas 
Jl. Dr. Leimena 
Jl. Antang Raya 
Jl. Tamangapa  
Jl. Dr. Ratulangi 
Jl. Jend. Sudirman 
2 
5 
3 
5 
5 
Sumber: Hasil survey tahun 2015 
 Tata Guna Lahan  
Data diambil dari Dinas Bina Marga Prov. 
Sul-Sel (2015) 
Tabel 4.4 Anggaran Jalan Provinsi Kota 
Makassar 
Nama Jalan Anggaran 
(Rp.) 
Penilaian 
Jl. Dr. Leimena 
Jl. Antang Raya 
Jl. Tamangapa  
Jl. Dr. Ratulangi 
Jl. Jend. 
Sudirman  
51.407.749,55 
28.559.860,86 
44.934.181,09 
27.988.663,65 
25.513.475,70 
0.0196 
0.0357 
0.0227 
0.0370 
0.0400 
Sumber: PPK 21 Kota Makassar Tahun 2014 
 
Skala Prioritas Penanganan Jaringan 
Jalan 
 Skala Prioritas Penanganan 
Jaringan Jalan Dengan AHP  
Setelah ditentukan besaran bobot 
pada masing – masing elemen maka untuk 
menentukan skala prioritas penanganan 
jalan Metode Analitycal Hierarcy Process 
70%
30%
Bobot
Tata Guna Lahan Pemerataan Anggaran
(AHP) selanjutnya dimasukan dengan 
perhitungan model matematis: 
Y = A(A1.x1+A2.x2) + B(B1.x3+B2.x4) 
Dimana: 
Y  = Skala Prioritas 
A s/d B= Bobot Kriteria (level 2), berdasar 
analisa Reviewer 
A1 s/d B2= Bobot Sub Kriteria (level 3), 
berdasar analisa Reviewer 
x1 s/d x4= Bobot Sub kriteria (level 3), 
berdasarkan analisa data sekunder. 
 
Gambar 4.4 berikut menunjukkan 
persentase prioritas perbaikan jalan 
provinsi di Makassar. 
 
 
 
 
 
Gambar 4.4 Tingkat Prioritas Penanganan Jalan Provinsi Kota Makassar dengan AHP 
 
 Skala Prioritas Penanganan 
Jaringan Jalan Dengan Expert 
Choice  
Setelah ditentukan besaran bobot pada 
masing – masing elemen, masukkan nilai 
bobot kriteria-kriteria ke dalam Expert 
Choice 2000, hasil yang diperoleh sebagai 
berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J L .  D R .  
L E I M E N A
J L .  A N T A N G  
R A Y A
J L .  
T A M A N G A P A
J L .  D R .  
R A T U L A N G I
J L .  J E N D .  
S U D I R M A N
13.80%
17.70% 17.20%
25.50% 26.10%
PERSENTASE PRIORITAS
Bobot
Gambar 4.5 Tingkat Prioritas Penanganan Jalan Provinsi Kota Makassar dengan Expert 
Choice 2000 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis pengolahan data 
serta pembahasan penelitian, maka dapat 
disimpulkan: 
1. Dalam kegiatan pemeliharaan jalan 
perkotaan terdapat beberapa 
karakteristik yang perlu diperhatikan, 
diantaranya: 
 Faktor teknis 
 Volume lalu lintas, yaitu 
banyaknya kendaraan suatu 
ruas jalan tertentu dalam satuan 
waktu tertentu. 
 Tingkat kerusakan jalan, yaitu 
kerusakan yang dialami suatu 
jalan. 
 Faktor non teknis 
 Tata guna lahan, yaitu upaya 
dalam merencanakan 
pembagian wilayah, dan 
meliputi lokasi, kapasitas, 
pembuatan jalan, jaringan air 
bersih dan pusat-pusat 
pelayanan serta fasilitas umum 
lainnya. 
 Pemerataan anggaran, yaitu 
dana yang diperuntukan dalam 
perbaikan jalan. Jumlah dana 
yang tersedia terbatas, sehingga 
perlu adanya prioritas jalan 
yang perlu diperbaiki terlebih 
dahulu. 
2. Dengan menggunakan kriteria volume 
lalu lintas, tingkat kerusakan jalan, tata 
guna lahan, dan pemerataan anggaran, 
urutan prioritas jalan provinsi yang perlu 
diperbaiki berdasarkan penilaian 
reviewer adalah: 
1. Jl. Jend. Sudirman (26,0%) 
2. Jl. Dr. Ratulangi (25,4%) 
3. Jl. Antang Raya (17,6%) 
4. Jl. Tamangapa (17,5%) 
5. Jl. Dr. Leimena (13,5%) 
Saran 
Mengacu dari hasil penelitian tugas akhir 
ini, penulis menyarankan beberapa hal 
sebagai berikut: 
1. Dalam penentuan urutan prioritas 
penanganan jaringan jalan sebaiknya 
mempertimbangkan metode AHP sebab 
dalam penentuan prioritasnya 
menggunakan beberapa kriteria. 
2. Perlu adanya studi lanjutan mengenai 
metode AHP dalam pengambilan 
keputusan. 
3. Perlu adanya studi lanjutan mengenai 
kriteria selain yang telah dianalisis. 
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